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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan   

Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai 

meliputi perencanaan kebutuhan obat di Apotek Kaibon dengan mengunakan 

metode konsumsi dan epidemiologi atau biasa disebut metode kombinasi. Penataan 

obat di Apotek Kaibon berdasarkan farmakologi dari obat dan alfabetis, 

penyimpanan obat yang diterapkan di Apotek Kaibon berdasarkan sistem FEFO dan 

FIFO, sedangkan sistem distribusi yang dilakukan di Apotek Kaibon dilakukan 

melalui penjualan secara swamedikasi dan resep.   

Standart pelayanan farmasi klinik yang sudah dilakukan Apotek Kaibon 

yaitu pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, dan konseling. Sedangkan 

pelayanan farmasi klinik yang belum dilakukan di Apotek Kaibon yaitu pelayanan 

kefarmasian dirumah (Home Pharmacy Care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan 

Monitoring Efek Samping Obat (MESO).   

B. Saran   

1. Diharapkan Apotek Kaibon dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu 

pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.   

2. Tim Apotek Kaibon diharapkan bisa tetap menjaga kekompakan dalam 

bekerja dan selalu belajar terutama memperdalam ilmu farmakologi.   
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